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KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/44/DPMPTSP.4.3/09/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI KAPAN

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan
pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka periu
menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA);

bahwa Permohonan Kepala SMA Negeri Kapan dari aspek administrasi dan
teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
Negeri Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar
(LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan °

U s W N

o

di Jakarta;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16
Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu.

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas
Pendirian Izin Sekolah Menengah;

2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri Kapan Nomor : 421/SMANKA/006/08/2024
tanggal 05 Agustus 2024 tentang Permohonan lzin Operasional SMA Negeri
Kapan;

3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor : 848/6541/PK 2.3/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Memberikan |zin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) Negeri Kapan terletak di JI. Haumeni Kecamatan Mollo Utara Kabupaten
Timor Tengah Selatan;

. lzin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan

Peserta Didik Baru (PDB);

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 02 September 2024
sampai dengan tanggal 01 September 2029, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan
berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi
berbagai ketentuan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 September 2024
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Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia d! .T'Ra"nra

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

Bupati Timor Tengah Selatan di Soe

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan . Riset dan Teknolog Republik
Indonesia di Jakaria;

Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan ., Kebudayaan ,Riset dan Teknologi Republik indonesia

. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;

-
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9.
1

0. Koordinator Pengawas Dikmen Kabupaten Timor Tengah Selatan di Sce.
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TRNTANG
PENDIRIAN SEKOLAI MENENG Al UM UM

DANSERKOLAH LANJUTANTINGKAT PERTAMA
DALAN WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGALM SYLATAN

BOPATETIMOR TENGALL SET AT.AN,

o o ipally

o bawu syiab sute ewenaongan o< b ki och Pemerintah kepada

Pe . oonital: Docrad Fabupaten s:hecair omng l 3 diatar dalam Undang-

Un..tang Nomor 22 Tahun 1999, tsntang Peracrintahan Daerah, meliputi’

antara lain Kewenangan di bu ans Pend: hkan

a |

b, bulwed sebngai pelaksanann katenti:an Prsul 2 ::)I};l: (2) huruf b Peraluran

Pemerintah Nomor 25 Tahun 200) t=lal. ditetapkan Feputusam Meoteri

Pendidikan Nasionnl Nomor 0S/U/2001, tenlang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan minima) Penyel:nggaraan Persckolahan

Bidang Pondidikan Dasar dan Menengah

c. bashwa dalam upaya mendekatknn dan iieningkatkan  pelayanan
pendidikan serta dapnt menampung lu'usan Sckeinh Dasar dan Sekolah
lanjuan Tingka! Pertama, maka perly mendirikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Portama (SIIP) dan Sekolah Mencnguih Umum (SMU) pada
loknsi tertentu yang dipandang =angut ~mwembutuhkan pelayanan

Pendidikan dalam wilayah Kabupaten Tuver Tingah Selatan .

d. bahwa berdasnrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dubwn huruf
a, b, dan ¢, porlu monotapkan Keputusan Dupati tenlang Peudirian

Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutwn Tinghkat Pertama

I, Undang-undang Nomor 64 Toluuw 1938, teutans 'embentukan Daeirh -
daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggira Barat dan Nusa Tenggara Timur
(lLemburan Negara Republik Indonesin Tahun 1958 Nomor 118,

Tawmbahan Lembaran Negara Nomor 1649) ¢

rs

Undang-unding Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentuknn Daeral-

dierah Tingkat [T dlam Wilavali Daerah Tinglat I Bali, Nusa Tenggare
Barul dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nugara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

3. Undung-unding Womor 2 Tahun 1989, tentung Sistean Peundidikan

Nawional (Lembarin Negura Republik Indonesin Tatun “"'3" Homor 6,

Tumb:dhan Lemboran Negira Nomor 3390) ;
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Mendirikan Sekolah Meuengah Umum dan Sekaial L
dalam wilnynh Kebuprien Timor Tengah Selal
" gebagaimana terentum ¢
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Unidaiig-undang Nomor 22 Tahun 1999, toutuiy Pererininlinn Dasreh
Lembaran Negmn Republik Indonesia Tulun 1999 Nomar 40
‘Tambahan Lembiraun Negnra Nomor 38397 ;

Poraturan Pomeriatih Nomor 29 Taln 1990, tentang Pendidikan
Manengali (Lemba iy Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambrhan Lembaran Negara Nomer 3417), sebaganmana telah
divbah dengnn Peruturnn Pemerintah Nowmor £6 Tahun 1998 (Lzmbarn
Negarn Repubhik Indonesia Tahun 1993 Numoar 91, Tumbuliu
Lembaran Negara Nomor 3764) ;

Peraturan Demerinteh Nomor 38 “fulun 1692, tentane  Tenaga
Kependidikan (Leinbaran Negarn Republik Indoiesia Tahun 1992
Womor 68, Tambalan Lemboran Negera Notizae T184), sebagnimani
to'uh diuban derzan Pernturan Pemnerintaly Nomer 39 Talun 1609
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahua 1692, oiang Pemer Setta
Magyaraial dulnn Peodidikan Nusioral (Lembera Negarn Republix
mudoregn Talap 1992 Nomor 60, Trabahan Toombiren .\U-'.":;-.:“.'. Soier
3435)

Poraturmm Pemenininh Nomor 28 Thhuon 2000, te sang I s riangan
Pemerintah dun Fowdnungin Propingt  Sebaga P D TRYTTHY
(Lembaran Negari Republik Jndenesia Tt 2upn Newor 3

“rambahai Lembacs Nogarn Nomor 3¢52) |

i ;

Faputuean Presidea Republik Indonesia Nomor 177 “luhen 2003,
tenlang Susunan Organisasi dan ‘Tugas Departemeat. sebiganean i
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Reputhik indonesi Nomor
82 Tahun 2001 ¢ ) '

Kepulugin Presiden Republik Indpnesia Nomor 102 ‘Tahun 2001,
teutanyg Kedudukan, Tugas, Furgsi, Fewennsgan, Husunu Crganisasi
dan Tata Kerja Jyepartemen

Peraturan Dnerah  Nomor { Tahun 2091, “entang  Fewesningan
Pemerintah Kaobupalen Timor Tengah Zizla (letnburns Deoreh
F.obupaten  Timor Tenguh  Selatan Tht 2001 Nomor | Seri D
Nomor 1)
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BADAN PERTANAHAN NASIOINAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SURAT UKUR

{ PSL. 22 PP24/1997)
Nomo: 'oj/thJGrla'/ﬁdpﬂ;
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. 1. Surat ukur ini adalah data fisik dari tanah lersebut
Surat ukur ini merupakan lampiran dan permohonan hak
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